WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINST SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 3TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran 2018 maka perlu dilakukan perubahan APBD
tahun anggaran 2018;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4114);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1)

?

5. Undang-Undang.. {



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51535);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah f
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14.

15.

16.
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21,

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
ditbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lubuklinggau,;

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 - 2017
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor
1);
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.

Dengan {



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLUKLINGGAU

dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PENDAPATAN
2018.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah

Rp.868.799.507.803,00 bertambah

segjumlah Rp.76.035.820.826,11

sehingga

menjadi Rp.944.835.328.629,11 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan

Rp.952.999.507.803,00
Rp. ©60.980.147.911.90

2.Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja setelah
Perubahan
Surplus/ (Defisit)
setelah Perubahan

Rp.868.799.507.803,00
Rp. 76.035.820.826.11

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1. Semula
2. Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan

Rp. 1.800.000.000,00

(Rp. 105.628.590,79)

b. Pengeluaran
1. Semula
2. Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan

Rp. 8&6.000.000.000,00

(Rp. 15.161.301.505,00)

Jumlah Pembiayaan
Netto setelah
Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran setelah
Perubahan

Rp.1.013.979.655.714.,90

Rp. 944.835.328.629.11

(Rp.15.055.672.914,21)

Rp. 1.694.371.409,21

Rp. 70.838.698.495.00

(Rp. 69.144.327.085,79)

Rp.



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal langka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan
Asli Daerah  setelah
Perubahan

b. Dana Perimbangan
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Dana
Perimbangan setelah
Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

1. Semula

2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Lain-lain
Pendapatan Daerah
yang Sah setelah
Perubahan

Rp.114.914.955.768,00
Rp. 10.073.489.996,00

Rp.124.988.445.764.00

Rp.726.166.282.756,96
Rp. 0,00

Rp.726.166.282.756.96

Rp.111.918.269.278,04
Rp. 50.906.657.915,90

Rp.162.824.927.193.94

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Pajak Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Retribusi
Daerah setelah
Perubahan
c. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan setelah
Perubahan

Rp.51.748.378.368,00
Rp. 2.421.069.984,00

Rp. 54.169.448.352,00

Rp.10.852.629.400,00
Rp. 340.000.000,00

Rp. 11.192.629.400,00

Rp.2.500.000.000,00
Rp. 0,00

Rp. 2.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli #



d. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

1. Semula Rp.49.813.948.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.312.420.012.00
Jumlah Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah

Perubahan Rp.57.126.368.012,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp.144.934.924.756,96

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Dana Bagi
Hasil Pajak/ Bagi Hasil
Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp.144.934.924.756,96

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp.449.082.849.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 0,00)
Jumlah Dana Alokasi
Umum setelah

Perubahan Rp.449.082.849.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp.132.148.509.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi
Khusus setelah

Perubahan Rp.132.148.509.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan :

o

a. Pendapatan Hibah dari

Pemerintah

1. Semula Rp. 5.666.260.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.22.404.860.000.00
Jumlah Pendapatan

Hibah dari Pemerintah
setelah Perubahan

Rp.28.071.120.000,00

b. Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp.88.502.009.278,04
2. Bertambah/(Berkurang) _Rp.28.501.797.915.90
Jumlah  Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah
Lainnya setelah
Perubahan

Rp.117.003.807.193,94

¢. Dana Penyesuaian_%



c. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus

1. Semula Rp.17.750.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah
Perubahan Rp.17.750.000.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp.422.801.439.703,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 29.814.287.689,89)
Jumlah Belanja Tidak

Langsung setelah
Perubahan Rp.392.987.152.013,11
b. Belanja Langsung
1. Semula Rp.445.998.068.100,00
2. Bertambah/(Berkurang) _Rp.105.850.108.516,00
Jumlah Belanja
Langsung setelah
Perubahan Rp.551.848.176.616,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp.375.345.172.053,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 34.363.311.689,89)
Jumlah Belanja
Pegawai setelah
Perubahan Rp.340.981.860.363,11
b. Belanja Bantuan
Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa

1. Semula Rp.490.314.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan Rp. 490.314.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula Rp.45.956.267.650,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.726.928.000.00
Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 50.683.195.650.,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp.509.686.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja
Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp. 509.686.000,00

e. Belanja Tidak....



(1)

Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) (Rp.177.904.000,00)
Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah

Perubahan Rp. 322.096.000.00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

Belanja Pegawai

1. Semula Rp.22.844.383.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 8.251.328.000,00
Jumlah Belanja
Pegawai setelah
Perubahan Rp. 31.095.711.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp.189.114.638.137,00

2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 49.072.864.477.00

Jumlah Belanja Barang

dan Jasa setelah

Perubahan Rp.238.187.502.614,00
Belanja Modal

1. Semula Rp.234.039.046.963,00
2. Bertambah /(Berkurang) Rp. 48.525.916.039,00
Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp.282.564.963.002,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari :

Penerimaan Pembiayaan

Daerah
1. Semula Rp. 1.800.000.000,00
2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. _105.628.590.79)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 1.694.371.409.21
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
1.Semula Rp. 86.000.000.000,00

2.Bertambah/(Berkurang) (Rp. 15.161.301.505.,00)
Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 70.838.698.495,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

(SiLPA)

1.Semula Rp. 1.800.000.000,00

2. Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 105.628.590,79)
Jumlah SiLPA Tahun

Anggaran Sebelumnya
setelah Perubahan Rp. 1.694.371.409.21

(2) Pengeluaranﬁ{...



(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah ‘
1. Semula Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran
Pokok Utang setelah Rp. 5.000.000.000,00

Perubahan

Pembayaran Pokok Utang

1. Semula

Rp. &1.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 15.161.301.505,00)
Jumlah Pembayaran
Pokok Utang setelah

Perubahan

Rp. 65.838.698.495,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.

2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan  Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7 ....4.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal, 27 September 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,
1

H. SN. PFANA PUTRA SOHE
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 27 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
H. HMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU : 3-102 /2018



